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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan 

yang memuat isu strategis di dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan dalam 

menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu 

dalam pelaksanaannya, perlu dijabarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja 

Tahunan dengan berbagai kajian yang lebih mendalam sehingga pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan 

dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

Rencana Srategis (Renstra) ini merupakan langkah awal dalam rangka 

pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.  

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak 

baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari 

seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, 

sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud memuat  program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan 

kurun waktu 2020 – 2025. 

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. 

Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan 

yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. 

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan dalam 

bentuk kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

Semoga ini dapat bermanfaat dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten 

Kepulauan Talaud dengan tetap mengharapkan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Melonguane,                      2021 

SEKRETARIS  DPRD, 

 

 

ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH 

PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19770915 200212 1 003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang memuat kegiatan strategis dalam 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.  

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Menjadikan Kabupaten 

Kepulauan Talaud Lebih Diberkati”. Berangkat dari Visi tersebut, maka misi 

pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bersih; 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok; 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah; 

4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang berlandaskan 

kasih; 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

tangguh; 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang tangguh. 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan misi yang diinginkan telah ditetapkan 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 

a. Menumbuhkan suatu pemahaman kepada Dewan untuk mewujudkan 

kerjasama sebagai mitra sejajar antara DPRD dengan Pihak Kepala Daerah 

sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis kedua belah pihak; 

b. Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif sehingga 

DPRD benar-benar merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang dimiliki 

oleh seluruh Masyarakat Talaud dari Tinonda sampai Napombalu. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan  sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatkan satu hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD 

dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah; 

b. Meningkatkan stabilitas daerah yang kondusif untuk terselenggaranya 

pembangunan daerah yang makin berkesinambungan. 

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka  telah ditetapkan 

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan pembangunan yang 

berkelanjutan,  Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyempurnakan sinergitas 

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra memuat 

perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta 

indicator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap 

tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan 

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. 

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan 

instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD. Perencanaan Strategis 

pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan 

sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 

strategis, local, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan system 

manajemen nasional. 

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

disusun sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud selama lima tahun kedepan dalam rangka 

mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. 
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1.2 LANDASAN HUKUM 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2021-2025 disusun atas dasar Mandat atau Landasan 

Hukum sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 

2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan PerPU Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 

(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud  Nomor 1 Tahun 2014   

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2014-2034; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

1.3      MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini dimaksudkan sebagai pedoman  dan 

alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020 – 2025 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, 

monitorin dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan 

Talaud dalam menyusun program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. 

Tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan factor kunci 

keberhasilan dalam rangka menentukan strategis yang tepat bagi secretariat DPRD 

dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud  serta masyarakat berdasarkan prinsip  “Good 

Governance” sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 antara lain sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan 

kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat 

DPRD; 

2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan 

dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan; 

3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta 

kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan 

program kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang; 

1.2   Landasan Hukum; 

1.3   Maksud dan Tujuan; 

1.4   Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah; 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah. 

 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah; 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih; 

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis. 

 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

 BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA 

PENDANAAN 

 BAB  VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 BAB VIII : PENUTUP
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawsaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.  

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud. Sekretariat 

DPRD merupakan unsur perangkat daerah yang dalam menjalankan tugasnya secara 

teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis 

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang disebut 

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

adminstratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Adapun rincian tugas dan fungsi sekretariat DPRD adalah : 

1) SEKRETARIS DPRD 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan 

memberikan arahan kepada Kepala Bagian dengan mengacu pada RPJPD, 

RPJMD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif 

serta ketentuan yang berlaku; 

b. Merumuskan kebijakan dalam memperlancar tugas kegiatan DPRD; 
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c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala priorisa sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

d. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan DPRD; 

e. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD; 

f. Memberikan saran dan atau pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD; 

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

h. Membina bawahan dalam pencapaian program kerja dengan memberikan 

petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas 

jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 

berlaku; 

j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dan pimpinan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada pimpinan DPRD; 

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrative kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

2) BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

Bagian Administrasi Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan 

administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD. Dalam 

melaksanakan tugas, Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; 

b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; 

c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga; 

d. Penyelenggaraan dan pemeliharaan perlengkapan; 

e. Penyusunan perencanaan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

bagian dan Sekretariat DPRD; 

f. Pengevaluasian bahan penyusunan anggaran; 

g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; 
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h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta 

Sekretariat DPRD; 

i. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran; 

j. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; 

k. Penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan dan pengelolaan Barang 

Milik Daerah (BMD) Sekretariat DPRD; 

l. Penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

m. Penyelenggaraan evaluasi barang dan jasa; 

n. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan; 

o. Penyelenggaraan evaluasi pelaporan kinerja; 

p. Penyelenggaraan evaluasi pertanggungjawaban laporan keuangan; 

q. Penyelenggaraan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; 

r. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar 

Pelayanan Minimal dan STandar Operasional Prosedur Sekretariat DPRD; 

s. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan Sekretariat DPRD; 

t. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

u. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati; 

v. Pengkoordinasian pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

w. Penghimpunan data dan informasi Sekretariat DPRD; dan 

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris DPRD.   

Bagian Administrasi Kesekretariatan terdiri atas : 

2.1) SUB BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOLER 

Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler mempunyai tugas membantu Kepala 

Bagian Administrasi Kesekretariatan dalam memberikan pelayanan 

ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan 

dokumentasi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keprotokoleran melaksanakan 

tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; 

b. Menyiapkan bahan rencana program dan RKA dan DPA Sub Bagian Tata 

Usaha; 
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c. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat dan Pimpinan 

DPRD, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokoleran, kehumasan 

dan perjalanan dinas; 

d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 

e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi 

kepegawaian; 

f. Menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 

g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan 

formasi pegawai; 

h. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD; 

i. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretriat DPRD; 

j. Memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan; 

k. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; 

l. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan; 

m. Merencanakan bahan pemeliharaan alat-alat perlengkapan; 

n. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk 

keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

o. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di 

Sekretariat DPRD; 

p. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk 

keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

q. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; 

r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian; 

s. Menyiapkan bahan laporan kinerja program sub bagian; 

t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai wewenang tugasnya. 

 

2.2) SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas 

membantu Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan dalam penyusunan 

rencana program kegiatan dan RKA, pelaporan kegiatan dan keuangan serta 

melakukan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat 

DPRD. 
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Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 

program; 

b. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan RKA Sub Bagian 

Perencanaan dan Program; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan RKA Sekretariat 

DPRD; 

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; 

e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di 

lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta anggran 

Sekretraiat DPRD; 

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan 

system dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang 

berkaitan dengan organisasi dan tata laksana; 

h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Perencanaan 

dan Program; 

i. Menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

Sekretariat DPRD; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi Sekretariat DPRD; 

l. Menyiapkan bahan dan menguji Surat Permintaan Pembayaran; 

m. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan; 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program; 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran belanja 

Sekretariat DPRD; 

p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi anggaran 

belanja Sekretariat DPRD; 

q. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

di bidang keuangan dan perencanaan program; 

r. Mengelola Barang Milik Daerah dalam penguasaan Sekretariat DPRD; 

s. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian; 

t. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja program sub bagian; 

u. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sekretariat DPRD dan Kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan Laporan 
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Keterangan Pertanggungjawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

3) BAGIAN KAJIAN DAN LEGISLASI 

Bagian Kajian dan Legislasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan 

tugas dan fungsi DPRD di Bidang Hukum dan Persidangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian dan Legislasi 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bidang; 

b. Penyelenggaraan kajian per Undang-Undangan; 

c. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik; 

d. Penyelenggaraan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan 

peraturan Perundang-undangan; 

e. Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah 

inisiatif; 

f. Penyelenggaraan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris 

Masalah; 

g. Penyelenggaraan Persidangan; 

h. Penyelenggaraan penyusunan risalah; 

i. Penyelenggaraan hubungan masyarakat; 

j. Penyelenggaraan publikasi; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bagian; 

l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bagian; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

Bagian Kajian dan Legislasi terdiri atas : 

3.1) SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANGAN 

Sub bagian Kajian Hukum dan Perundangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang bertugas membantu Kepala Bagian Kajian dan 

Legislasi dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Kajian 
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Hukum dan Perundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian 

Kajian Hukum dan Perundangan melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program sub bagian; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub bagian; 

c. Melaksanakan kajian Perundang-undangan; 

d. Membuat konsep bahan penyusun Naskah Akademik; 

e. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan; 

f. Membuat konsep bahan penyiapan draft Peraturan Daerah Inisiatif; 

g. Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah; 

h. Menyusun bahan Daftar Inventaris Masalah; 

i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; 

j. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sub bagian; 

k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program sub bagian; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

3.2) SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH 

Sub Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin  oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kajian dan Legislasi 

dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta 

pemantauan dan evaluasi di Bagian Persidangan dan Risalah. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah 

melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran sub bagian; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub bagian; 

c. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang; 

d. Menyusun risalah, notulen dan catatan-catatan rapat; 

e. Menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD; 

f. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD; 

g. Merencanakan kegiatan DPRD; 

h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD; 

i. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi; 

j. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD; 

k. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; 

l. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD; 
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m. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sub bagian; 

n. Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan kinerja program sub bagian; 

o. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

4) BAGIAN DUKUNGAN BIDANG PENGAWASAN DAN 

PENGANGGARAN 

Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD 

dalam pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di Bidang 

Pengawasan dan Penganggaran. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Dukungan Bidang 

Pengawasan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Persidangan 

dan Penganggaran serta penyelenggaraan pengawasan; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, RKA dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Bagian; 

c. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan 

Kebijakan Usaha Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; 

d. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi Pembahasan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan APBDP; 

e. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi Pembahasan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD; 

f. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi jaringan 

aspirasi masyarakat; 

g. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam 

rangka pengawasan; 

h. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi rapat-rapat 

internal DPRD; 

i. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

kode etik DPRD; 

j. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi dukungan 

pengawasan penggunaan anggaran; 

k. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

l. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pokok-pokok 

pikiran DPRD; 
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m. Menyelenggarakan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi kerjasama; 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran bagian; 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program bagian; 

p. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja bagian; dan 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran terdiri atas : 

4.1) SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN PENGANGGARAN 

Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala bagian Dukungan 

Bidang Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang 

Persidangan dan Penganggaran. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Penganggaran melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub bagian; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub bagian; 

c. Merencanakan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara; 

d. Menyusun bahan pembahasan Rasncangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan APBDP; 

e. Merencanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

f. Memfasilitasi reses DPRD; 

g. Menganalisis data dan bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat; 

h. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; 

i. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Sub Bagian; 

j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Sub Bagian; 

k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 
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4.2) BAGIAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian dan bertugas membantu Kepala Bagian Dukungan Bidang 

Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang 

Penyelenggaraan Pengawasan. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan 

Pengawasan melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang 

Penyelenggaraan Pengawasan; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program sub bagian; 

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub bagian; 

d. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; 

e. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD; 

f. Menganalisis bahan dukungan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

g. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

h. Merencanakan kegiatan hearing dan dialog dengan pejabat pemerintah dan 

masyarakat; 

i. Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; 

j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; 

k. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Sub Bagian; 

l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program sub bagian; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

5) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya; 

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD; 

c. Jumlah Jabatan  Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaannya distur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Gambar 2.1 

Bagan Struktur Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud 
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2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD 

Kabupaten Kepulauan Talaud, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan 

Talaud sampai dengan akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 

sejumlah 62 (Enam Puluh Dua Orang) orang yang terdiri dari 46 (Empat Puluh Enam) 

orang Pegawai ASN dan 16 (Enam belas) orang Tenaga Harian Lepas (THL). 

 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD akan dijelaskan pada tabel-tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2020 
 

No. Uraian Jumlah Pegawai  

1 Sekretaris DPRD 1 

2 Bagian Administrasi Kesekretariatan 22 

3 Bagian Kajian dan Legislasi 13 

4 Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan  

Penganggaran 

10 

5 Pegawai Tenaga Harian Lepas 16 

 Jumlah 62 

 
Tabel 2.2 

Komposisi Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 
Tahun 2020 

 

No. Uraian Jumlah Pegawai  

1 Eselon II b 1 

2 Eselon III  3 

3 Eselon IV  6 

 Jumlah 10 

 
Tabel 2.3 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2020 
 

No. Uraian Jumlah Pegawai  

1 Golongan I/a - 

 Golongan I/b - 

 Golongan I/c - 

 Golongan I/d - 

 Jumlah Golongan I - 

2 Golongan II/a 2 

 Golongan II/b 7 

 Golongan II/c 6 

 Golongan II/d 9 

 Jumlah Golongan II 24 

3 Golongan III/a 5 
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 Golongan III/b 7 

 Golongan III/c 1 

 Golongan III/d 3 

 Jumlah  Golongan III 16 

4 Golongan IV/a 2 

 Golongan IV/b 3 

 Golongan IV/c 1 

 Golongan IV/d - 

 Jumlah Golongan IV 6 

 

Tabel 2.4 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2020 
 

No Uraian 
Jumlah Pegawai 

L P 

1 Sekretaris DPRD 1 - 

2 Bagian Administrasi Kesekretariatan 14 8 

3 Bagian Kajian dan Legislasi 9 4 

4 
Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan 
Penganggaran 

6 4 

 Jumlah 30 16 

 

 

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan tugas pelayanan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja 

yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 

Pemerintahan Daerah. 

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah meningkatnya pelaksanaan 

tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya 

hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian 

sasaran ini adalah jumlah pertemuan/rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang 

yang dilaksanakan serta jumlah Peraturan Daerah, jumlah keputusan, jumlah 

kebijakan dan jumlah kesepakatan yang dihasilkan. Sedangkan manfaat yang 

diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan/rapat 

yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, jumlah Peraturan Daerah 

yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan dan keputusan yang dihasilkan yang 

dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Keberhasilan pembangunan dari sisi fasilitator dan pelayanan dapat 



 

  RENSTRA PERUBAHAN 2020 – 2025   SEKRETARIAT DPRD 19 

mencapai target capaian indikator makro pembangunan sebagaimana tersaji pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2.5 
Target Capaian Indikator Kinerja Utama  

 

Tujuan Sasaran IKU 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Membangun 
pemerintahan 
yang bersih 
dan berwibawa 
yang 
berorientasi 
pada layanan 
masyarakat, 
 

Terwujudnya 
birokrasi 
pemerintah 
yang 
transparan, 
akuntabel, 
efisien, 
partisipatif, 
dan non 
diskriminatif. 
 

Pelayanan 
DPRD yang 
memenuhi 
standar 
pelayanan 
prima 

55% 65% 70% 75% 85% 

Fungsi DPRD 
sebagai 
representasi 
masyarakat 

50% 65% 70% 80% 85% 

Public 
hearing yang 
dilaksanakan 

45% 50% 60% 75% 85% 

 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat DPRD harus menguasai 

pengetahuan dasar untuk mendukung kerja-kerja DPRD. Misalnya, sebelum DPRD 

membahas rancangan Perda, Sekretariat DPRD telah menyiapkan rancangan perda, 

naskah akademik dan tata pendukung yang relevan dengan  peraturan daerah, 

sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan sebagai berikut 

: 

- Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam 

dukungan terhadap kinerja DPRD; 

- Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan 

substansi pada DPRD; 

- DPRD yang mampu menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya; 

- Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun laporan 

pertanggungjawaban; 

- Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas anggota 

DPRD baru. 

 

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

SEKRETARIAT DPRD 

Kondisi yang diinginkan 5 (Lima) tahun kedepan oleh Lembaga Sekretariat 

DPRD dalam memproyeksikan kegiatan dapat dilihat dari berbagai factor. Dalam 

konteks perencanaan pembangunan, kondisi yang diinginkan dilihat dari strategi 

pelayanan dasar, struktur organisasi, implementasi system pelayanan, sumber daya 

manusia dan kompetensinya, interaksi interpersonal dan nilai-nilai dasar. Dapat 

dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.6 
Kondisi Sekretariat DPRD yang diinginkan 

 

No Faktor Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diinginkan 

1 Strategi 
Pelayanan Dasar 

Sekretariat DPRD 
menempati posisi strategis 
dan kritis namun belum 
optimal dalam pelayanan 
dasar 

Perlu penguatan strategi 
pelayanan dasar dalam 
konteks posisi Sekretariat 
DPRD melalui SDM 
Sekretariat DPRD 

2 Struktur 
Organisasi 

Masih menggunakan “kaya 
struktur” tapi beban kerja 
masih belum terdistribusi 
merata 

Perlu pendekatan 
kelembagaan efektif dan 
efisien dengan pola optimal 
serta beban kerja dapat 
terdistribusi secara merata. 

3 Sistem Fasilitasi 
Pelayanan 

Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan, 
Tartib diupayakan secara 
menyeluruh, namun dalam 
proses fasilitasi masih 
dalam tataran formalitas 

Perlu persamaan dalam 
paradigm Fasilitasi 
Pelayanan DPRD dalam 
pembangunan sehingga 
terjadi sinergitas dalam 
perencanaan kinerja 
Sekretariat DPRD dan 
Reanstra Sekretariat DPRD 

4 Sumberdaya dan 
kompetensinya 

Rata-rata kualifikasi 
pendidikan formal 25% 
latar belakang sarjana 

Rata-rata kualifikasi 
pendidikan formal 50% latar 
belakang sarjana 

Kompetensi fasilitator 
pelayanan masih belum 
sesuai dengan kebutuhan 
tupoksi 

Kompetensi fasilitator 
pelayanan dapat mendekati 
sesuai kebutuhan 

Kepedulian anggota 
dewan terhadap 
keberhasilan 
pembangunan daerah 25% 

Kepedulian anggota DPRD 
terhadap keberhasilan 
pembangunan daerah 80% 

5 Interaksi 
interpersonal 

Masih belum optimal 
dalam mengaktualisasikan 
atribut fasilitator pelayanan 
DPRD dalam perspektif 
pembangunan daerah 

Optimalisasi peningkatan 
kecerdasan intelektual, 
emosional maupun spiritual 
 

6 Nilai-nilai dasar Masih belum optimal 
dalam kepemilikan nilai-
nilai dasar (individu 
maupun organisasi) dalam 
mewujudkan capacity 
building 

Optimalisasi kepemilikan 
nilai-nilai dasar yang merujuk 
kepada sifat-sifat yang dapat 
mewujudkan capacity 
building 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI SEKRETARIAT DPRD 

 
 

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan 

analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas 

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan isu-isu 

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri 

dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan 

dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang 

signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. 

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Sekretariat DPRD, analisis 

gambaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud dan analisis factor-faktor internal 

dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat 

diidentifikasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

melayani segala  kebutuhan untuk kerja DPRD. Disamping itu Sekretariat DPRD juga 

berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antara Lembaga Legislatif dan 

Eksekutif di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TERPILIH 

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian 

kinerja lima tahun  terakhir. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah“Menjadikan 

Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih Diberkati”. Berangkat dari Visi tersebut, maka 

misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bersih; 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok; 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah; 
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4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

berlandaskan kasih; 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

tangguh; 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang tangguh. 

 

3.3.  PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada 

kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya 

melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara 

dinamis. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain 

agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional 

maupun internasional. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan. 

Dari hasil analisis ini, jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan 

Talaud dapat mengidentifikasi Kekuatan (strengths),  kelemahan (Weaknesses), 

peluan (opportunities), tantangan/kendala (Threats) yang ada. Selain itu analisis 

lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis 

terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara 

itu analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan 

ancaman yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

3.3.1.  Analisis Lingkungan Internal 

Analisis Kekuatan : 

- Struktur organisasi yang baik dan formal; 

- Adanya sumber pembiayaan Sekretariat DPRD yang jelas; 

- Kewenangan yang cukup di bidang Kesekretariatan; 

- Tersedianya sarana gedung  Sekretariat DPRD yang cukup; 

- Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD 

yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 

- Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretaris DPRD dengan DPRD. 

Analisis Kelemahan : 

- Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal; 

- Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan; 
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- Pelayanan pada masyarakat yang belum optimal karena keterbatasan 

sumberdaya manusia yang professional dan keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung; 

- Kepentingan politik dan kepentingan teknis yang bercampur aduk dan sulit 

dibedakan berpengaruh terhadap capaian kinerja; 

- Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi dan kurang 

disosialisasikan kepada semua pihak menghambat kelancaran dan tertib 

administrasi; 

- Terbatasnya sumber dana yang berakibat pada pelaksanaan tupoksi yang 

terhambat; 

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;. 

- Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengalomodasi secara 

optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi 

dalam rangka mendukung kinerja DPRD. 

3.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis Peluang : 

- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD; 

- Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap Kesekretariatan di 

DPRD oleh Pemerintahan Daerah; 

- Adanya peran serta anggota DPRD yang baik; 

- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi 

secara demokratis; 

- Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus 

diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya; 

- Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung kinerja DPRD. 

Analisis Ancaman/Tantangan : 

- Sering terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan 

tugas instansi pemerintah; 

- Masih sering terjadi intervensi pihak luar dalam penetapan kebijakan internal 

Sekretariat DPRD; 

- Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organiasi yang 

inferior; 

- Adanya pengaruh budaya suka berkuasa yang berdampak pada perubahan 

perilaku bidang kesekretariatan; 

- Pola informasi yang mengalami perubahan yang cepat; 

- Perilaku masing-masing anggota DPRD berkaitan dengan Kesekretariatan dan 

tupoksinya masih kurang; 

- Koordinasi kurang. 
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3.3.3. Isu-Isu Strategis 

Beberapa perumusan isu strategis atas pelayanan dasar  yang berhubungan dengan 

pelayanan di Lembaga Sekretariat DPRD adalah : 

- Kerja Sekretariat DPRD masih dimaknai hanya sebatas teknis fasilitasi 

kelancaran aktifitas wakil rakyat di DPRD; 

- Masih belum optimalnya peranan penting Sekretariat DPRD dalam 

kapasitasnya untuk memperkuat DPRD sebagai bagian utama dalam pilar 

demokrasi; 

- Masih belum maksimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaporan 

DPRD; 

- Masih belum tersedianya fasilitas informasi kepada public secara murah dan 

terjangkau atas setiap aktifitas kinerja DPRD baik individu maupun lembaga; 

- Paradigma perencanaan dan penganggaran yang belum sinergis; 

- Masih lemahnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan; 

- Masih lemahnya fungsi pengendalian, monitoring dan evakuasi pelaksanaan 

pembangunan; 

- Belum optimalnya perencanaan program kegiatan di Sekretariat DPRD secara 

partisipatif; 

- Belum maksimalnya koordinasi  SDM antara bagian dan lembaga Sekretariat 

DPRD. 

3.3.4. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan 

 Faktor kunci keberhasilan fungsi untuk lebih memfokuskan strategi Sekretariat 

DPRD dalam  rangka mencapai tujuan dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain 

berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi 

termasuk sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana serta peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan Sekretariat DPRD meliputi : 

- Tersedianya Sumberdaya manusia yang cukup dan professional; 

- Tersedianya sarana kesekretariat yang memadai untuk memberikan pelayanan 

di bidang Administrasi; 

- Adanya system administrasi yang responsive; 

- Adanya peran serta anggota DPRD yang baik untuk mewujudkan kemandirian 

di bidang Administrasi; 

- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektoral; 

- Tersedianya dana yang cukup untuk kegiatan kinerja DPRD; 

- Dukungan Legislatif. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD 

Tujuan  adalah  merupakan  implementasi  atau  penjabaran  dari  misi dan 

menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. 

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesisik, mudah 

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

kedepan. Perumsuan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 

fungsi perangkat daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat 

menunjang Visi dan Misi Bupati Kepulauan Talaud yaitu Menjadikan Kabupaten 

Kepulauan Talaud Lebih DIberkati dan Misi ke dua yaitu Menjadikan Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang elok. 

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD mengacu 

pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang 

dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud 

yang Baik, Bersih, Efektif dan Efisien” dengan sasaran yaitu “Meningkatkan 

Kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Kesekretariatan DPRD”.  

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam 

RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran Jangka Menengah 

Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini 

dan pada Tabel 4.2 yang terlampir. 
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Tabel 4.1 
Sasaran Jangka Menengah  

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 - 2025 

 

Sasaran Strategis 
PD 

Indikator 
Kondisi 

Awal 
(2020) 

Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke 

I 
(2021) 

II 
(2022) 

III 
(2023) 

IV 
(2024) 

V 
(2025) 

Meningkatkan 
Kepuasan Anggota 
DPRD Terhadap 
Kinerja Pelayanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Skor Survey 
Kepuasan 
Anggota 
DPRD 

50% 55% 65% 70% 75% 85% 
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Gambar 4.1  

Bagan Pemetaan St rategi Menggunakan Pendekatan Pohon Kinerja  
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Gambar 4.2  

Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
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4.1.1  Tujuan 

 
 Tabel 4.3 

Perbandingan Tujuan  Renstra Lama dan Renstra Baru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renstra Lama Renstra Baru 

No Tujuan Indikator No Tujuan Indikator 

1. 

Meningkatkan 
Sarana dan 
Prasarana 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Administrasi dan 
Operasional 
Kantor 

1. Meningkatkan 
Kepuasan Atas 
Pelayanan 
Penyerapan Aspirasi 
Masyarakat oleh 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kab. 
Kepl. Talaud 

Skor Survey 
Kepuasan 
Anngota 
DPRD 

2. 

Meningkatkan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

3. 

Meningkatkan 
Disiplin Aparatur 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

4. 

Meningkatkan 
Pengetahuan 
Aparatur 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Peningkatan 
Sumber Daya 
Aparatur 

 

5. 

Meningkatkan 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Peningkatan 
Kapasitas  
Lembaga 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 

 

6. 

Meningkatkan 
Teknologi 
Informasi 

Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Optimalisasi 
Pemantapan 
Teknologi 
Informasi 
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4.1.2 Sasaran 

 
Tabel 4.4 

Perbandingan Sasaran Renstra Lama dan Renstra Baru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renstra Lama Renstra Baru 

No Sasaran Indikator Sasaran No Sasaran Indikator 
Sasaran 

1. 

Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Penunjang 
Operasional 
Kantor 

Tersedianya 
Alat/Bahan 
Penunjang Kegiatan 
Administrasi dan 
Operasional Kantor 

1. Meningkatkan 
Kepuasan Anggota 
DPRD Terhadap 
Kinerja Pelayanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Skor Survey 
Kepuasan 
Anngota 
DPRD 

2. 

Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Tersedianya Jasa, 
bahan dan alat 
penunjang sarana 
dan prasarana 
aparatur 

3. 
Meningkatnya 
Disiplin Aparatur 

Tersedianya 
Aparatur yang 
berwibawa 

4. 

Meningkatnya 
Pengetahuan 
Aparatur 

Tersedianya 
Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang 
Profesional 

5. 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Tersedianya  
Pimpinan dan 
anggota DPRD yang 
berkualitas 

6. 

Meningkatnya 
Teknologi 
Informasi 

Terlaksananya 
Optimalisasi 
Pemantapan 
Teknologi Informasi 
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BAB   V 

STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 

adalah strategi dan kebijakan SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan 

daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan 

kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai 

tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam 

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan 

kegiatan SKPD bagi setiap Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD. Adapun Strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada 

tabel 5.1 berikut ini : 
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Tabel 5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 

Renstra Lama Renstra Baru 

No Sasaran Strategi Kebijakan No Sasaran Strategi Kebijakan 

1. 
Meningkatnya Sarana 
dan Prasarana 
Penunjang 
Operasional Kantor 

Memfasilitasi Kegiatan 
Administrasi dan 
Operasional Kantor 

Peningkatan Kualitas 
Sarana Prasarana 
Penunjang Operasional 
Kantor 

1. Meningkatkan 
Kepuasan 
Anggota DPRD 
Terhadap Kinerja 
Pelayanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Meningkatkan Kualitas 
Kinerja Pelayanan 
Fungsi-fungsi 
Kesekretariatan Dewan 

Meningkatkan Kualitas Sarana 
Prasarana dan Fasilitas 
Penunjang Fungsi-fungsi 
DPRD 

2. 
Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Memfasilitasi kegiatan 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Penyediaan Jasa, 
Bahan dan alat 
Penunjang Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatkan Kualitas SDM 
Aparatur Bidang 
Kesekretariatan DPRD 

3. Meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

Memfasilitasi kegiatan 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Tersedianya Aparatur 
yang berwibawa 

Meningkatkan Kualitas 
Manajemen Kemitraan 
Kesekretariatan Dewan dan 
Anggota DPRD 

4. Meningkatkan 
Pengetahuan 
Aparatur 

Memfasilitasi kegiatan 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Tersedianya Pegawai 
Aparatur Sipil Negara 
yang Profesional 

Meningkatkan Kapasitas 
dan Akuntabilitas Kinerja 
Anggota DPRD 

Meningkatkan Kualitas 
Pengawasan Kinerja 
Pembangunan dan Keuangan 
Pemerintah oleh DPRD 

5. Meningkatnya 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Memfasilitasi Kegiatan 
Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Tersedianya  Pimpinan 
dan anggota DPRD 
yang berkualitas 

Meningkatkan Kinerja 
Pelayanan Penyerapan 
Aspirasi Masyarakat dan 
Kegiatan Reses DPRD 

6.  Meningkatnya 
Teknologi Informasi 

Memfasilitasi kegiatan 
optimalisasi  
Pemantapan 
Teknologi Informasi 

Terlaksananya 
Optimalisasi 
Pemantapan Teknologi 
Informasi 

Meningkatkan Kualitas SDM 
Anggota DPRD 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 
 

 Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan 

pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan 

antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dengan program dan 

kegiatan/sub kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta 

pendanaan indikatif  untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan 

program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan 

dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. 

Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka penyusunan program, kegiatan 

dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka 

pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. 

Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan 

wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai 

dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.  

Penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050 – 3708 Tahun 2020. Dengan adanya Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan 

diharapkan mampu untuk menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud.  

 

6.1. RENCANA PROGRAM  

Program adalah instrumen kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk 

mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan 

dan sasaran suatu Perangkat daerah. Program yang dituangkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menterjemahkan sub urusan 

pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Periode 2020 

– 2025 melaksanakan program-program sebagai berikut :  
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1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

 

6.2. RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 

hasil (outcome) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas 

kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. 

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Sekretariat DPRD yang 

direncanakan dalam kurun waktu 2020 – 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Kode   Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

4.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

4.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

4.02.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 

4.02.01.2.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - 

SKPD 

4.02.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD 

4.02.01.2.01.05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD 

4.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

4.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

4.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

4.02.01.2.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

4.02.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

4.02.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

4.02.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

4.02.01.2.03.01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

4.02.01.2.03.05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

4.02.01.2.03.06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4.02.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
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4.02.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 

4.02.01.2.05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

4.02.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

4.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4.02.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Gedung Kantor 

4.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

4.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

4.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4.02.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

4.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

4.02.01.2.06.07. Penyediaan Bahan/Material 

4.02.01.2.06.08. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

4.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4.02.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

4.02.01.2.07.01. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

4.02.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 

4.02.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

4.02.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

4.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

4.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

4.02.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

4.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

4.02.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

4.02.01.2.15. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 

4.02.01.2.15.01. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 

4.02.01.2.15.02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 

4.02.01.2.15.03. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 
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4.02.01.2.16. Layanan Administrasi DPRD 

4.02.01.2.16.02. Fasilitasi Fraksi DPRD 

4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

4.02.02.2.01. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 

4.02.02.2.01.01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 

Daerah 

4.02.02.2.01.02. Pembahasan Rancangan Perda 

4.02.02.2.01.03. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 

4.02.02.2.01.04. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah 

Akademik 

4.02.02.2.02. Pembahasan Kebijakan Anggaran 

4.02.02.2.02.01. Pembahasan KUA dan PPAS 

4.02.02.2.02.02. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

4.02.02.2.02.03. Pembahasan APBD 

4.02.02.2.02.04. Pembahasan APBD Perubahan 

4.02.02.2.02.05. Pembahasan Laporan Semester 

4.02.02.2.02.06. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 

4.02.02.2.03. Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan 

4.02.02.2.03.01. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan 

dan Hukum 

4.02.02.2.03.02. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 

4.02.02.2.03.03. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 

Rakyat 

4.02.02.2.03.04. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 

4.02.02.2.03.05. Pengawasan Urusan Pemerintahan  Bidang Sumber Daya 

Alam 

4.02.02.2.03.06. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

4.02.02.2.03.07. Pengawasan Penggunaan Anggaran 

4.02.02.2.03.08. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah 

4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD 

4.02.02.2.04.02. Pendalaman Tugas DPRD 

4.02.02.2.04.03. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 

4.02.02.2.04.04. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 

4.02.02.2.04.05. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

4.02.02.2.04.06. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 
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4.02.02.2.04.07. Penyusunan Program Kerja DPRD 

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 

4.02.02.2.05.01. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 

4.02.02.2.05.02. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

4.02.02.2.05.03. Pelaksanaan Reses 

4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 

4.02.02.2.06.01. Penyusunan Kode Etik DPRD 

4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama 

4.02.02.2.07.01. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja 

Sama Daerah 

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 

4.02.02.2.08.01. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 

4.02.02.2.08.02. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 

4.02.02.2.08.03. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 

4.02.02.2.08.04. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 

4.02.02.2.08.05. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 

 

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu     5 (lima) 

tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD maupun 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula 

berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat 

sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya. 

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. 

Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan 

yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. 

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan dalam 

bentu kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh 

karena itu sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu Rencana 

Kinerja Tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, 

sasaran dan strategi sebagaimana table di bawah ini. 
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Tabel 6.1 
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi 

 

TUJUAN SASARAN 
STRATEGI 

KEBIJAKAN PROGRAM 

Meningkatkan 

Kepuasan atas 

Pelayanan 

Penyerapan 

Aspirasi 

Masyarakat oleh 

DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Meningkatkan 

Kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap 

Kinerja 

Pelayanan 

Kesekretariatan 

DPRD 

Meningkatkan 

Kualitas Sarana 

Prasarana dan 

Fasilitas Penunjang 

Fungsi-Fungsi 

Kesekretariatan 

DPRD 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatkan 

Kualitas SDM 

Aparatur Bidang  

Kesekretariatan  

DPRD 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatkan 

Kualitas 

Manajemen 

Kemitraan 

Kesekretariatan 

Dewan Anggota 

DPRD 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pengawasan 

Kinerja 

Pembangunan dan 

Keuangan 

Pemerintah oleh 

DPRD 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD 

Meningkatkan 

Kinerja Pelayanan 

Penyerapan 

Aspirasi Masyarakat 

dan Kegiatan Reses 

DPRD 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD 

Meningkatkan 

Kualitas SDM 

Anggota DPRD 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD 
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6.3 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

 

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan 

secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok sasaran adalah sasaran atau focus obyek 

pelaksanaan strategi meliputi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

pencapaian sasaran organisasi. Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang 

dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu dengan berpedoman pada 

sinkronisasi tujuan sasaran dan strategi, maka rencana program, kegiatan, indicator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.2 

yang terlampir. 
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Tabel. 6.3 
PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. KEPL. TALAUD 

 

NO  TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS  STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN  
INDIKATOR 
SASARAN  

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH  

BIDANG URUSAN  PERANGKAT DAERAH  

1 MENINGKATKAN 
KEPUASAN 
ANGGOTA DPRD  
TERHADAP KINERJA 
PELAYANAN  
KESEKRETARIATAN 
DPRD 

SKOR SURVEY 
KEPUASAN 
ANGGOTA DPRD 

MENINGKATKAN 
KEPUASAN ANGGOTA 
DPRD TERHADAP  
KINERJA PELAYANAN 
KESEKRETARIATAN 
DPRD 

MENINGKATKAN 
KUALITAS KINERJA 
PELAYANAN  
FUNGSI-FUNGSI 
KESEKRETARIATAN 
DEWAN 

MENINGKATKAN KUALITAS 
SARANA  
PRASANA DAN FASILITAS  
PENUNJANG FUNGSI-
FUNGSI  
KESEKRETARIATAN DPRD 

SKOR SURVEY 
KEPUASAN 
ANGGOTA 
DPRD 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

BAGIAN  
ADMINISTRASI  
KESEKRETARIATAN 

SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

MENINGKATKAN KUALITAS 
SDM  
APARATUR BIDANG  
KESEKRETARIATAN DPRD 

BAGIAN KAJIAN DAN  
LEGISLASI 

MENINGKATKAN KUALITAS  
MANAJEMEN KEMITRAAN  
KESEKRETARIATAN 
DEWAN DAN  
ANGGOTA DPRD 

BAGIAN DUKUNGAN  
BIDANG  
PENGAWASAN DAN  
PENGANGGARAN 

MENINGKATKAN 
KAPASITAS DAN  
TERCIPTANYA 
MASYARAKAT YANG 
PATUH DAN TAAT  
TERHADAP 
PERATURAN 

MENINGKATKAN KUALITAS 
PENGAWASAN 
KINERJA PEMBANGUNAN 
DAN KEUANGAN  
PEMERINTAH OLEH DPRD 

PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 
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PERUNDANG-
UNDANGAN YANG  
BERLAKU 
RASIO PENEGAKAN 
PERDA 
SAT POL PP 
BAGIAN HUKUM 
SETDA 
MENINGKATKAN 
KAPASITAS DAN  
AKUNTABILITAS 
KINERJA ANGGOTA 
DPRD 

MENINGKATKAN KINERJA 
PELAYANAN  
PENYERAPAN ASPIRASI 
MASYARAKAT DAN  
KEGIATAN RESES DPRD 

MENINGKATKAN KUALITAS 
SDM ANGGOTA  
DPRD 

TERCIPTANYA 
MASYARAKAT YANG 
PATUH DAN TAAT  
TERHADAP 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN YANG  
BERLAKU 

MENINGKATKAN 
KUALITAS PENEGAKAN 
PERATURAN 
PERUNDANG 
UNDANGAN BAGI 
SETIAP TINDAKAN 
PELANGGARAN YANG  
MENGGANGU 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

MENINGKATKAN 
KERJASAMA DAN  
PARTISIPASI LEMBAGA 
PENEGAK HUKUM  
UNTUK MELAKUKAN 
TINDAKAN  
PELANGGARAN 
PERATURAN PERUNDANG 
UNDANGAN 

RASIO 
PENEGAKAN 
PERDA 

PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM 

BIDANG PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH 

SATPOL PP 

  MENINGKATKAN 
KAPASITASAPARAT  
PENEGAK PERATURAN 
PERUNDANG UNDANGAN  

  

MENINGKATNYA 
PENATAAN 
PERATURAN 
PERUNDANG 
UNDANGAN DAN 
PENANGANAN 
PERKARA 

TERLAKSANANYA 
FASILITASIPRODUK  
HUKUM DAERAH 

  PROGRAM PEMERINTAHAN 
DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

BAGIAN HUKUM SETDA 
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MENINGKATKAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT UNTUK  
MENCIPTAKAN 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

MENINGKATKAN 
KESADARAN 
MASYARAKATUNTUK  
IKUT MENCIPTAKAN 
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM 

  PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM 

BIDANG PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH 

SATPOL PP 

TERJALINNYA KERJASAMA 
DAN PARTISIPASI  
SELURUH ELEMEN 
MASYARAKAT UNTUK  
MENCIPTAKAN 
KEAMANAN DAN 
KETERTIBAN  
UMUM 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan 

untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun 

mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan 

serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025. 

Adapun indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

ditampilkan dalam tabel VII.1 

Tabel VII.1 
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud yang mengacu  

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

NO TUJUAN INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SASARAN 

1 MENINGKATKAN 
KEPUASAN 
ATAS 
PELAYANAN 
PENYERAPAN 
ASPIRASI 
MASYARAKAT 
OLEH DEWAN 
PERWAKILAN 
RAKYAT 
DAERAH 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 
 

SKOR SURVEY 
KEPUASAN 
ANGGOTA 
DPRD 
 

MENINGKATKAN 
KEPUASAN 
ANGGOTA 
TERHADAP 
KINERJA 
PELAYANAN 
KESEKRETARIATAN 
DPRD  

SKOR SURVEY 
KEPUASAN 
ANGGOTA  

 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat DPRD harus menguasai 

pengetahuan dasar untuk mendukung kerja-kerja DPRD. Misalnya, sebelum DPRD 

membahas rancangan Perda, Sekretariat DPRD telah menyiapkan rancangan perda, 

naskah akademik dan tata pendukung yang relevan dengan  peraturan daerah, 

sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan sebagai berikut 

: 

- Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam 

dukungan terhadap kinerja DPRD; 

- Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan 

substansi pada DPRD; 

- DPRD yang mampu menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya; 

- Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun laporan 

pertanggungjawaban; 

- Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas anggota 

DPRD baru. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 2020 - 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  86 Tahun 2017 tentang Tatacara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

 Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud 

dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan 

diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA. 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulaun Talaud tahun 

2020-2025 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2020 

sampai dengan tahun 2025. Sasaran,program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut 

nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. 

RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan 

pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. implementasi dari dokumen ini memerlukan 

komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak 

lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan 

pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya dan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud  pada umumnya. 

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan 

sinergi antar unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan dinas, badan, kantor dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan tugas 

dan kewenangannya yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, 

yang membangun pemerintahan yang amanah, demokratis, berkeadilan, jujur dan 

bertanggungjawab serta akuntabel dan transparan. 

Meningkatnya beban tugas saat ini, diharapkan Sekretariat DPRD akan mampu 

memberikan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel di dalam 

menfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 

Rencana Strategis ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi 

yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah. 

 

 

Melonguane,                        2021 

SEKRETARIS  DPRD, 

 

 

 

ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH 

PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19770915 200212 1 003 
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